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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Bahwa pengaturan Kesederhanaan pemungutan pajak Badan dan Bentuk 

Usaha Tetap diatur dengan melakukan perubahan dari semula tarif progresif 

menjadi tarif tunggal karena dengan melakukan penerapan tarif tunggal 

maka akan menciptakan kesederhanaan dalam pemungutan pajak Badan 

dan Bentuk Usaha Tetap karena hanya menggunakan satu tarif. Peraturan 

ini diatur dalam ketentuan umum perpajakan tetap yaitu UU No. 36 Tahun 

2008 Pasal 17 ayat 1 (b), tarif bagi Wajib Pajak Badan dan BUT ditetapkan 

sebagai tarif tunggal (flat rate) Tetapi kebijakan penetapan tarif tunggal 

menimbulkan gesekan antara asas kesederhanaan dan asas keadilan karena 

Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap tidak lagi membayar pajak 

berdasarkan kemampuanya tetapi disamaratakan. 

2. Pemungutan pajak penghasilan Badan dan Bentuk Usaha Tetap yang 

mendukung prinsip kesederhanaan dan keadilan yaitu dengan kebijikan 

pemberlakuan tarif tunggal dengan diikuti kebijakan penurunan presentase 

pemungutan pajak secara bertahap dapat menciptakan kesederhanaan dan 

keadilan dalam pemungutan pajak serta di ikuti oleh perluasan tax base 

terhadap pajak penghasilan Badan dan Bentuk Usaha Tetap agar tidak 

terjadi kemerosotan dalam penerimanaan pajak Badan dan Bentuk Usaha 

Tetap. 
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5.2 Saran 

1. Kesederhanaan dan keadilan dalam pemungutan pajak Badan dan Bentuk 

Usaha Tetap adalah hal yang harus dan patut berjalan bersama sehingga 

diperlukan sebuah UU KUP yang mencangkup asas keadilan dan 

kesederhanaan dalam pemungutan pajak agar tercipta pemungutan pajak 

yang baik dan tidak membuat wajib pajak terbebani dengan aturan yang ada. 

2. Diharapkan agar pemerintah kedepan lebih memperhatikan presentase 

pemungutan pajak di Indonesia karena masi dalam kategori besar jika 

dibandingkan dengan Negara-negara di ASEAN, sehingga para pengusaha-

pengusaha tidak merasa terbebani dengan pemungutan pajak sekaligus 

menguranghi terjadinya tax avoidance. 
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